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WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 900/400/HK-KS/X/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, perlu meunjuk
Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pencrimaan dan Bendahara Pembantu
yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menunjuk Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pencrimaan, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dan
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pcnatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019
Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Tahun 2021
Nomor 30);

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU :  penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024, sebagaimana
termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA *  Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu mempunyai tugas kewajiban dan wewenang
sebagai berikut :

a. Pejabat Pengguna Anggaran :

1. Menyusun RKA-SKPD;

2. Menyusun DPA-SKPD;

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. Melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

7. Mengadakan ikatan/perjanjian  kerja sama dengan
pihak lain dalam  batas  anggaran yang telah
ditetapkan;

8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
SKPD yang dipimpinnya;
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11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

12. Menctapkan Pcejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan
Pejabat Penatausahaan Kecuangan SKPD;

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka Pcngelolaan Keuangan
Dacrah; dan

14. Mclaksanakan tugas  lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

. Kuasa Pengguna Anggaran:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja

2. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

5. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)LS
dan TU;

6. Melakukan pemungutan retribusi daerah;

7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggung jawabnya; dan.

8. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. Bendahara Pengeluaran :

1. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna
Anggaran Daerah;

2. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan
teratur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta
Penyampaiannya,;

3. Mempertanggung-jawabkan penggunaan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang
persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

4. Mempertanggung-jawabkan penggunaan uang yang
menjadi tanggung-jawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggung-jawaban pengeluaran kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya,

5. Melakukan pemeriksaan  kas yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang |
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan Kas;

6. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggung-jawaban pengeluaran terhadap
bendahara pengecluaran pembantu,
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7. Mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan kcuangan, belanja
tidak terduga dan pembiayaan melakukan
penatausahaan scsuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku;

8. Dilarang meclakukan baik secara langsung maupun
tidak langsungkegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan / pekerjaan penjualan;dan

9. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas
nama pribadi pada Bank atau Giro Pos dengan tujuan
pclaksanaan APBD.

d. Bendahara Penerimaan:

1. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna
Anggaran Daerah;

2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung-jawabnya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

3. Mempertanggung-jawabkan secara administrative atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

4. Mempertanggung-jawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban
kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

5. Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui
rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

6. Harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening
kas umum daerah, maksimal | (satu) hari kerja setelah
penerimaan uang kas;

7. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun
tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan
penjualan;

8. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas
nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan
pelaksanaan APBD; dan

9. Tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga
lebih dari 1 (satu) hari kerja.
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e. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
1. Mengajukan Permintaan Pembayaran Menggunakan SPP TU
dan SPP LS;
2. Mencrima dan Menyiapkan Peclimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;
3. Mcnerima dan Menyiapkan TU dari BUD;
4. Mclaksanakan Pcmbayaran Atas Pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;
5. Menolak perintah bayar dari KPS yang tidak sesuai dengan
ketentuan perundangundangan;
Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
Memungut dan menyctorkan pajak scsuai dengan ketentuan
perundangundangan;
8. Membual laporan pertanggung-jawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggung-jawaban secara
fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

e

KETIGA . Mendelegasikan Wewenang Menandatangani Petikan dan
Salinan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Pejabat
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Penerimaan Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Wali Kota
Samarinda Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota samarinda.

KEEMPAT : Hal-hal Yang Tidak diatur dalam keputusan ini, mengenai
teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali
Kota Samarinda Nomor: 900/203/HK-KS/V/2024 tentang
Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2024.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2024
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN WAL KOTA SAMARINDA
NOMOR : 900/400/HK-KS/X/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara penerimaan
Pembantu

KEPALA DINAS

019

No SKPD
NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN | NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN
H. JULIA NOOR. SIP RAHMAD FITRIADI. SE
1 BRPSDM NIP. 19650717 198609 1 001 NIP. 19870528 201001 1
Plt. KEPALA BADAN 005
MOCHAMAD ARIF SUROCHMAN MIRA SARI INDAH
BADAN SO WIRASWASTA, SE
2 | ESBANGPOL |NIP. 19840819 200212 1 002 NIP. 19810225 201212 2
PILKEPALA BADAN 001
ALl FITRI NOOR BAINAH RABIS ALLA ASKIAH INDAH SYAFIRA
BADAN NIP. 196608101986091001 NIP. 19700725 200112 2 |NIP. 19840404 201001 2 |NIP. 19730909 200701 2 OKTRIANI
3 JAPATAN  |KEPALA BADAN 002 001 008 NIP.-
DAERAH
BADAN 1i. ANANTA FATHURROZI, S.Sos. |[NADYA TURISNA, S.STP, M.Si IMAM GUNADI, S.STP NURUL HIDAYAHI DEWI RAHMADANI, SE
PERENCANAAN |M.Si 810405 199912 2 001 NIP. 19810921 200012 1 002 NIP. 19840524 201001 2 NIP. 19761102 200701 2
PEMBANGUNAN [NIP. 19681209 198803 1 004 KABID PEMERINTAIl DAN PEMBANGUNAN (006 020
RISET DAN KEPALA BADAN MANUSIA
INOVASI EKO SURYO SAPUTRO, SE
DAERAH SYAMSU NUR,SE,MM NIP. 19810220 201001 1
s NIP 19740701 200112 1 003 001
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANG
INFRASTRUKTUR DAERAH RUSLINAWATI
NIP. 19810406 200801 2
021
DEWI LESTARI, SP
NIP. 19731128 200004 2
ERHAM YUSUF. S.Pd., M.Pd ERNA SAFARYUNI =
5 |PERPUSTAKAAN H.vhﬁ.ﬂ“nwﬂ 199802 35004 NIP. 19720401 200701 2
& KEARSIPAN i . 009
DR.IBNU ARABY, MM.Pd
. MUSTINAH
9670713 196
|3, NIP.19670713 199103 1 013 NIP. 19710215 200801 2
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Bendahara penerimaan

MASKURI, SP.MM
NIP 196910141999021001

IANA. M.Si
> 196612311998032041

Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pembantu
No SKPD
NAMA / NiP/ JABATAN NAMA / NI’/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN [ NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN
Drs. HMUHAMMAD DARHAM, DWI RAHMI ADIATY, SP, M.Si MURJANI, SP IDA LAILA, SE
M.Si NIP 197203291998032007 NIP. 19780513 201001 1 NIP. 19710217 200801 2
NIP 19661119 198603 1 007 001 018
KEPALA DINAS NURUL HUDAYANTI, SP, M.Si
NIP 197004111995032004
DIAH RUSDIANA, SP
NIP 196806101095032004
DINAS
- |KETAHANAN ATIUS HARRY SUTADI. S.Ssos, MM
4 N > 19670707 1986091001

DINAS
ROMINFO

Sos. M.
> 19701027 19903 1 004
IKEPALA DINAS

|
|
|

|DR. AJI SYARIF HIDAYATULLAK.

1IN, SE, M.Eng

NIP 19780926 20502 1 005
ISERRETARIS

|

|EUIS ERA APRIL YANI, S.STP, MM
19790411 199711 2 002
NGELOLAAN DAN PELAYAN
[ INFORMASI

MSUL ANWAR, S.Sos
7 > 19681013 198803 1 001
| RABID SARANA KOMUNIKASI DISEMENISASI

Tt;:m}zﬁ YANUPUSPITA, S_.HUT
NIP. 19750319 200502 1 003

| RABID TEKNOLOGI INFORMASI DAN
| ROMUNIRASI

RAHADI RIZAL,SE

NIP. 19801030 200502 1 005
KABID APLIKASI DAN LAYANAN E
GOVERNMENT

AGUS SRI HARTOYO,A Td.Mt
NIP 19691119 199203 1005
KABID PERSANDIAN DAN STATIISTIK

ENNY PUSPASARI,SE
NIP. 19840509 200801 2
013

FEBRI LIVIANI SOELISTYO.
AMd
NIP 19890213 202012 2018

RIDUANSYAH.SE
NIP.19810825 201001 1 001

BUDIMAN, SE
NIP. 19760520 201001 1
001

AISYAH PURNAMASARI,
S.Kom

NIP. 19851221 200903 2
002

NISFI DONNY BUNAYYA,

DINAS
ROPERASI UKM
8

PERINDUSTRIA

{JUSMARAMDHANA ALUS, SH.
M.Si

NIP. 19711030 199403 1 002
KEDat A DINAS

DWI HARYANTI,A.Md
NIP. 19810824 201001 2
012

ANGRUNGAN

Dup

I ENDANG LIANSYAH, MP
NIP. 196350825 199203 1 004
KEPALA DINAS

BASUNILS. Hut
NIP 19730428 200003 1 002
RABID TATA LINGKUNGAN DAN PERTAMANAN

BOY LEONARDO SIANIPAR, S.STP

NP 19870630 200602 1 001

LA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH &
LIMBAH B3

ANDRIYANI
NIP. 19740629 200701 2
021

LINA HIDAYAH NAZAR,
SE

NIP. 19761217 200112 2
003

IRA AISYA, ST
NIP. 19890606 201503 2
002

AMS PIRADE, SH
NIP. 19760511 201001 1
002

DINAS PERKIM

il

HERWAN RIFA’L, S.Sos, M.Si
NIP 1966020< 198609 1 001
KEPALA DINAS

MUHAMMAD CECEP HERLY, ST, MM
NIP. 19730927 200212 1 001
SERRETARIAT

TAJUDIN HUSEN,ST
NIP 19720129 199803 1 007
KABID PERUMAHAN

EDDY DJUNAIDI, ST, M.Si

NIP. 19691018 200212 1 003
KABID SARANA, PRASARANA DAN
UTILITAS UMUM

WAHYUDI RIZAL, SE
NIP. 19790320 200701 2
013

SRI HANDINL. AMD
NIP.
197903202007012013

ERWIN APRIANO,SE
NIP. 19800404 201408 1
002

HERDIA ASTUTILA.Md
NIP.19820419 200502 2 002
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Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Bendahara penerimaan
Pembantu

MAGDALENA SARI, SP
NIP. 19760210 200801 2
023

2ITL CrTDIV AL

w.
ey NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN | NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN z>,_4> / NIP/ JABATAN
1. MUSLIMIN, SE, M.Si BUDY SANTOSO, ST HENDRA SETIARY,SE SRI HANDINI, AAMD ELISABET, A.md ANITA TAUROSIA
- MUSLIMIN, SE, M.S E SO, S p . : 2019 NIP. 19810702 200701 2
NIP. 19740518 200312 1 009 NIP. 19770327 200001 1 002 NIP.19760930 200701 1 [NIP. 19790320 200701 2 |NIP 19690902 200801 2 AP,
LD ! / ; 010 013
KEPALA DINAS KABID BINA MARGA Hj. DEWEYULIANAH
HERWIN WAHYUDI,ST NIP. 19780525 200801 2
NIP. 19740804 199803 1 010 034
KABID BINA KONSTRUKSI
SITI ROFIKAH,SE
ANANTA DIRO NURBA, SP NIP. 19761022 200801 2
NI 19771022 200901 1 003 010
KABID PERTANAHAN
GUSDY RAHMADANU
ANDRIANI, ST, M.Si NIP. 198920912 201001 1
{PUPR NIP. 19721014 199803 2 007 001
| KABID CIPTA KARYA MASDINAR H
| NIP. 19830907200901 2 001
| HENDRA KUSUMA, ST LINA HIEFRINA.SH
| NIP. 19760930 200901 1 003 NIP. 19811006 200901 2
KABID SUMBER DAYA AIR 003
i _ JULIANSYAH AGUS,SE
| { NIP. 197307311992031001
| PLT.KABID PENATAAN RUANG
[ H. JULIA NOOR, SIP ARLIANI, SE SARI PRIHATIN, SE
| HPMPTSP NIP. 19650717 198609 1 001 NIP. 19761208 200701 2 |NIP. 19720415 200701 2
KEPALA DINAS 014 015
i H. MUSLIMIN, SE, M.Si ANDY ARIEFIN, M.Pd ANDI ANSYARI,SE,MM PUJIANTO EDDY DOURIE, SH MUFDY PRASETYA AHMAD HAMDANI
NIP. 19750518 200312 1 009 NIP. 19710416 199401 1 001 NIP. 19740305 199803 1 005 NIP. 19800606 201001 1 [NIP. 19751020 200801 1 |NIP. 19840117 201001 1 NIP. 1971051
KEPALA DINAS KRETARIS PLT.KABID SDM KEPEMUDAAN, 002 016 001 199302 1 003
, PARIWISATAN DAN EKONOMI
Drs. SUPRIYATMONO WAHYUNI SYAHRUDDIN YAN
| NIP. 19670602 199703 1 006 HENDRO ATMOJO, ST NIP. 19840801 200901 2 PERNYATA, A.Md
1 KABID PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA  |NIP. 19771113 200312 1 003 001 NIP. 19831101
= |DISPORAPAR KABID PEMBUDAYAAN OLAHRAGA 201001 1 001
{ NUR ASIKIN, S.Sos, MM MAHMUDA
| NIP. 19670104 199303 1 008 NIP. 19771005 201001 2 SAHIDULLAH
KABID PENGEMBANGAN PARIWISATA 001 NIP. 19790505
200901 1 005
AGNES GERING BELAWING, SP
NIP. 19740803 200212 2 006
KABID PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
ACHMAD FAUZI LA LUDI, SE AGUS SUPIAN, S.Pi
DINAS IRAWAN.ST.M.Adm KP NIP. 19731231 200901 1 |NIP. 19750815 200901 1
PERIKANAN NIP. 19711026 199803 1 007 043 003
KEPALA DINAS
NURKAHMANRI, SIP, MM AVIV BUDIONO, S.HUT, M.Si NUR AINI, SE TEGUH DWI CAHYANTO |HERDANI
NIP. 19690301 199003 2 003 NIP. 19740212 200502 1 001 NIP. 19830412 200604 2 [NIP. 19840604 200901 1 |NIP. 19830802 2008 01 1
KEPALA DINAS 019 001 010
DINAS MUIHAMMAD FACHRI ANSHARI, SE, MM
b | PERDAGANGAN NIP. 19711204 200604 1 007
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No SKPD

Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan
Pembantu

NAMA / NIP/ JABATAN

NAMA / NIP/ JABATAN

NAMA / NIP/ JABATAN

NAMA / NIP/ JABATAN

NAMA / NIP/ JARATAN
WAHYUDI HUSSEIN,

DINAS
PEMADAM
KEBAKARAN

NAMA / NIP/ JABATAN

HENDRA AH, SH
NIP. 19691019 1989002 1 002
KEPALA DINAS

ENDAH YUNI ASTUTI
NIP. 19820627 200901 2
001

ARBIANSYAH

NURPAISAH. SKM

S.Sos
NIP. 19701126 200701 1
016

dr. H. ISMID KUSASIH
NIP. 19680911 199803 1 009
KEPALA DINAS

Sk SMAS TAOA

11/SKESMAS RAKANG ASAM

1 1DA AIKIDA
011 2K
"

A SINAGA

WAHYUNIE. SKM
NIP. 19801013 200312 2
007

NIP. 1973 1201 201408
1001

NIP. 19850810 20153 2 001

MUHAMMAD CAHNDRA
GUNAWAN

NIP. 19970707 202321 1
002

UMI RUKAMAH,.SKM
NIP. 19750303 199903 2
004

JAMILAH, A.Md.Gz

NIP. 19810119 200604 2
009

SUWARNILSE

NIP. 19840313 200903 2
005

DINAS

19 . Rl INCAN
PERHUBUNGAN

HMT MANALU, SSLT, M.Sc
NIP 19770328 200012 1 001
KEPALA DINAS

NIP. 19700620 199403 1 003
KABID KESELAMATAN

Drs. AJl DANNY
NIP. 19671122 199503 1 004
KABID PRASARANA

VINCENTIUS HARI PRABOWO, A.Td, MT

AYATULLAH KHUMAINL,S.SSTP,M.Si
NIP. 19820313 200121 1 001
KABID ANGKUTAN

DIDI ZULYANI, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200012 1 001
KABID LALU LINTAS JALAN

HAMRUN, S.Sos
NIP. 19720410 200801 1
023

DIAH WULAN SARI, ST
NIP. 19800313 201001 2
012

IWANTORO
NIP. 19791121 200701 1
001

NURUL HUDA A.md
NIP. 19751031 201212 2
001

LA ODE MAHADINI
NIP. 19820210 200801 1
015

HERLINAWATI,SE

DINAS SOSIAL

DR. H.M . RIDWAN TASA, MM
NIP 650401 1994121002

KAMSIAH, S.Sos
NIP. 19740214 200901 2

KERJA

KEPALA DINAS

20 % ah :
PEMBERDAYAA |KEPALA DINAS 001
N MASY.
M. WAHYONO HADIPUTRO, INDAH MAISARAH, SE HADI SANTOSO S.1.Kom
21 |DINAS TENAGA m.:.z.m_ NIP. 19800505 200901 2 [NIP. 19750509 200901 1
NIP. 19641224 199203 1 011 001 003
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